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ABSTRAK

Persetujuan tindakan kedokteran antara pihak rumah sakit dengan pihak keluarga
pasien jiwa rawat inap dalam melakukan tindakan kedokteran di Rumah Sakit
Jiwa Prof. HB. Sa’anin Padangdibuat dalam bentuk tertulis. Persetujuan tindakan
kedokteran diatur dalam PERMENKES Nomor 290/MENKES/PER/111/2008
tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Rumusan masalah: 1). Bagaimanakah
proses terjadinya persetujuan tindakan kedokteran antara pihak Rumah Sakit Jiwa
Prof. HB. Sa’anin Padang dengan keluarga pasien. 2). Bagaimanakah pelaksanaan
persetujuan tindakan kedokteran antara pihak rumah sakit dengan keluarga pasien
di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa’anin Padang, Jenis penelitian ini adalah
penelitian yuridis sosiologis, dengan sumber data berupa data primer dan data
sekunder. Teknik pengumplan data diperoleh dari wawancara dan studi dokumen.
Analisis data yang dilakukan adalah metode kualitatif. Kesimpulan dalam
penelitian ini 1). Proses terjadinya pesetujuan tindakan kedokteran melalui
beberapa tahap vyaitu, tahap pendaftaran, pemeriksaan, pemberian surat
persetujuan tindakan kedokteran, dan penandatanganan. 2). Pelaksanaan tindakan
kedokteran bagi pasien rawat inap dilakukan dalam kurung waktu dilakukan
selama 42 (empat puluh dua) hari berdasarkan PERMENKES Nomor
129/Menkes/SK/11/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan
dapat diperpanjang kembali, setelah itu pasien dijemput oleh keluarganya,
sembuhnya pasien serta habisnya waktu pengobatan maka berakhir pula
persetujuan antara pihak Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa’anin Padang dengan
keluarga pasien.

Kata Kunci: Persetujuan, tindakan, kedokteran, rumah sakit.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan faktor yang penting dalam menjalankan
kehidupan pada diri manusia, permasalahan kesehatan juga menjadi salah satu
tujuan negara yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 vyaitu memajukan kesejahteraan
umum. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta

berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Untuk itulah sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah untuk
menyelenggarakan dan meningkatkan taraf kesehatan yang ada di masyarakat.
Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di bidang kesehatan maka harus
didukung dengan adanya sumber daya manusia yang harus sesuai dengan
standarisasi tenaga medik supaya masyarakat mendapatkan pelayanan yang
baik.

Kesehatan juga sebagai kebutuhan terpenting bagi manusia selain
adanya kebutuhan sandang, pangan dan papan yang dibuktikan dengan apabila
seorang manusia sedang dalam keadaan sakit maka orang tersebut tidak akan
dapat melakukan kegiatan yang biasa dilakukan seperti: bekerja, belajar,

sekolah, olahraga, dan sebagainya. Oleh karena itu, manusia harus pandai






dalam menerapkan pola hidup yang sehat agar tubuh tetap sehat baik
jasmani maupun rohani.

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “zoon politicon” yang
berarti bahwa manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat.
Dengan kata lain, manusia merupakan makhluk sosial yang artinya setiap
manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Seperti halnya
seorang pasien yang sedang dalam keadaan sakit maka pasien tersebut akan
membutuhkan tenaga medis untuk dapat menyembuhkan pasien dari
penyakitnya dengan memberikan pelayanan kesehatan. Undang-Undang
mengenai kesehatan tidak mengatur mengenai pelayanan kesehatan tetapi
dijelaskan di dalamnya mengenai upaya kesehatan.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan atau dapat disebut dengan UU Kesehatan, menyatakan bahwa:

“Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan
berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit,
peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan
kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat”.

Selain dari upaya kesehatan maka harus didukung pula dengan adanya
sarana yang menunjang pelayanan kesehatan tersebut yaitu sarana rumah sakit.
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
menyatakan bahwa:

“Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna

! Soeroso, 1992, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, him 40.



yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat

darurat”.

Dalam pelayanan kesehatan atau health care, terdapat dua kelompok
yang dapat dibedakan, yaitu:

1. Health Receivers, yaitu penerima pelayanan kesehatan, yang termaksud
kelompok ini adalah:
a. Pasien yaitu orang yang sakit.
b. Mereka yang ingin memelihara atau meningkatkan kesehatan.

2. Health Providers, yaitu pemberi pelayanan kesehatan, yang termaksud
kelompok ini yaitu:
a. Medical Provider yaitu dokter.
b. Tenaga kesehatan bidang lainnya vyaitu apoteker, bidan, perawat,

analis/laboran, ahli gizi, dan lain-lain.?

Pelayanan kesehatan kepada pasien diberikan oleh tenaga medis salah
satunya ialah dokter, dari pelayanan tersebut maka akan menimbulkan
hubungan antara pasien dengan dokter. Hubungan yang terjadi antara dokter
dengan pasien secara umum dianggap suatu jenis kontrak. Sebuah kontrak
adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih, dimana kedua belah pihak
membuat perjanjian untuk masing-masing pihak menurut istilah hukum
memberikan prestasinya.®

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih

saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan

2Fred Ameln, 1991, Hukum Kedokteran, Kementerian Kesehatan, Jakarta, him.13.
%J. Guwandi, 1993, Tindakan Medik Dan Tanggungjawab Produk Medik, Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, him. 32



harta kekayaan.* Sedangkan menurut Subekti definisi perjanjian adalah suatu
peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang
itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu.’

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor: 290/MENKES/PER/111/2008 tentang  Persetujuan  Tindakan
Kedokteran, menyatakan bahwa:

“Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan

oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara

lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang
akan dilakukan terhadap pasien”.

Dalam persetujuan pengobatan ini dokter tidak dapat menjamin
kesembuhan dari pihak pasien, oleh sebab itu masyarakat harus menyadari
bahwa dokter hanya perantara dari Tuhan sebagai tenaga medis yang
membantu masyarakat dalam keadaan sakit, berupa upaya yang maksimal
dalam kesembuhan pihak pasien. Sebelum adanya tindakan kedokteran yang
dilakukan oleh tenaga medis, harus adanya persetujuan tertulis yang diberikan
oleh pasien atau keluarga pasien kepada dokter.

Pasal 3 ayat (1) Permenkes RI Nomor: 290/MENKES/PER/111/2008
tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, menyatakan bahwa:

“Setiap tindakan kedokteran mengandung resiko tinggi harus

memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang

berhak memberikan persetujuan”.

77.

*Abdulkadir Muhammad, 1992. Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm

*Subekti, 2005. Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, him 1.



Dengan adanya resiko yang tinggi itulah maka diperlukan suatu
persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter untuk melakukan tindakan
medik. Penyampaian isi dari persetujuan tindakan kedokteran harus
disesuaikan dengan tingkat pendidikan, kondisi dan situasi dari pasien atau
keluarga pasien.

Namun, dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran itu
sendiri tidak banyak dari pasien atau keluarga pasien yang mengetahui isi dari
persetujuan tindakan kedokteran, bahwa terdapat pasien atau keluarga pasien
yang langsung menyetujui tanpa membaca isi dari persetujuan tindakan
kedokteran tersebut, pihak pasien atau keluarga pasien harus mengetahui
bahwa ketika pasien atau keluarga pasien telah menyetujui tindakan kedokteran
dibuktikan dengan penandatanganan surat persetujuan tindakan kedokteran
maka pihak pasien atau keluarga pasien telah terikat dengan persetujuan
tersebut. Hal ini tentu akan menimbulkan akibat apabila seorang pasien gagal
dalam pengobatan yang dilakukan dokter maka pasien atau keluarga pasien
tidak bisa menuntut kepada dokter maupun pihak rumah sakit itu sendiri.

Persetujuan tindakan kedokteran di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB.
Sa’anin Padang dilakukan pada saat pasien datang ke rumah sakit untuk
mendaftar berbeda halnya dengan rumah sakit umum bahwa Persetujuan
tindakan kedokteran itu dilakukan apabila pasien akan dilakukan tindakan
kedokteran, tindakan kedokteran dan resiko yang diderita pasien jiwa rawat
inap di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa’anin Padang juga berbeda dengan

rumah sakit umum lainnya.



Oleh karena itu penulis melakukan penelitian di Rumah Sakit Jiwa
Prof. HB. Sa’anin Padang yang mempunyai tugas pokok yakni melakukan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya penyembuhan dan
pengobatan kepada pihak pasien rawat inap, yang pada dasarnya pasien dan
dokter mempunyai hubungan timbal balik dalam melakukan tindakan
kedokteran dan pihak keluarga mempunyai peranan penting dalam melakukan
persetujuan tindakan kedokteran itu sendiri apabila pasien tidak cakap atau
dibawah pengampuan, maka pihak keluargalah yang harus melakukan
persetujuan tindakan kedokteran tersebut agar dapat dilakukannya pengobatan
kepada pihak pasien.

Dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas, sangat menarik
untuk dibuat dalam suatu karya ilmiah yang berjudul “PERSETUJUAN
TINDAKAN KEDOKTERAN ANTARA PIHAK RUMAH SAKIT
DENGAN PIHAK KELUARGA PASIEN JIWA DALAM MELAKUKAN
TINDAKAN KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB.
SA’ANIN PADANG”.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa permasalahan yang akan
dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah proses terjadinya persetujuan tindakan kedokteran antara
pihak Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa’anin Padang dengan keluarga pasien?
2. Bagaimanakah pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran antara pihak

Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa’anin Padang dengan keluarga pasien?



C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka
tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui proses terjadinya persetujuan tindakan kedokteran antara
pihak Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa’anin Padang dengan keluarga pasien.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran antara
pihak Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa’anin Padang dengan keluarga pasien.
D. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau
penelitian yuridis empiris untuk mengetahui bagaimana hukum itu
dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (law enforcement)®.
Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan, di
samping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data
primer.
2. Sumber data
a. Data primer
Data primer merupakan data yang langsung diperoleh melalui
penelitian lapangan dari hasil wawancara dengan Dr. Igha Vinda Harikha
sebagai dokter di Rumah Sakit Jiwa Prof HB Sa’anin Padang, dan ibu

Ernidawati, ibu Lili Sisilia, selaku keluarga pasien yang memperoleh

®Amirudin Dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penlitian Hukum, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, him 134.



pengobatan atau tindakan kedokteran di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB.

Sa’anin Padang.

Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan,
yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang
terdiri dari :

a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

¢) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik
Kedokteran.

d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

e) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

f) Permenkes RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang
Persetujuan Tindakan Kedokteran.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum
sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil karya ilmiah, dan data yang
ada di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Sa’anin Padang yang berhubungan

dengan persetujuan tindakan kedokteran.



3. Teknik dan alat pengumpulan data
a. Wawancara
Penelitian ini menggunakan teknik wawancara. \Wawancara
dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan
sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu
wawancara dengan responden sesuai dengan permasalahannya.
b. Studi dokumen
Pengambilan data dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku
atau literatur-literatur, karya ilmiah, dan data yang ada di Rumah Sakit
Jiwa Prof. HB Sa’anin Padang yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti.
4. Analisis data
Penelitian data yang diperoleh baik data primer maupun data
sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data-
data menurut aspek-aspek yang diteliti dengan menghubungkan masalah
yang diteliti dan diuraikan, sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan

permasalahan yang dirumuskan.



